——  BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.01 TAHUN 2011
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta guna
menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa  pemerintah, perlu menyempurnakan
organisasi pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.Ol
Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa  Pemerintah di Lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;



Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan
Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 90);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2012 tentang Perubahan



10.

Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011
Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah  di  Lingkungan Badan  Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1328);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1740);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1529);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun
Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);



Menetapkan :

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
555);

12. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 tentang
Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.152/KB/X/2013
tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  Nomor
SK.70/KP.003/KB/BMKG-2011 tentang Penunjukan
Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.01 TAHUN 2011 TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun
2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di
Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2012 tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1328)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 5
ULP di lingkungan BMKG terdiri atas :
a. ULP Pusat; dan
b. ULP Daerah.
ULP Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di unit organisasi yang menangani
fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
untuk BMKG Pusat dan Sekolah Tinggi Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika.
ULP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di Koordinator Stasiun Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika di setiap Provinsi yang
melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah

provinsinya.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 11

Kepala ULP di lingkungan BMKG dijabat oleh :

a.

Pejabat eselon III yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi dalam penyiapan bahan pelaksanaan dan
pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di
bidang peralatan operasional dan administrasi serta
penunjang perkantoran di lingkup kantor pusat,

untuk ULP Pusat; dan



Pejabat di lingkungan  Koordinator Stasiun
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di setiap
Provinsi yang diangkat oleh Kepala Badan, untuk

ULP Daerah.

Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3)

sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
(3)

Pasal 14

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala ULP

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala ULP.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.

Sekretaris dijabat oleh :

a. pejabat eselon IV yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi dalam penyiapan bahan
pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang
dan jasa di bidang peralatan operasional dan
administrasi serta penunjang perkantoran di
lingkup kantor pusat, untuk ULP Pusat; dan

b. pejabat di lingkungan Koordinator Stasiun
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di setiap
Provinsi yang diangkat oleh Kepala ULP
berdasarkan surat keputusan Kepala ULP di
lingkungan Koordinator Stasiun Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika di setiap Provinsi,

untuk ULP Daerah.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 23
Kepala ULP Pusat dalam melaksanakan tugasnya
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dengan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II

terkait.



(2) Kepala ULP Daerah dalam melaksanakan tugasnya
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dengan Kepala Balai Besar Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi,
Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan/atau
Stasiun Pemantau Atmosfer Global di lingkungan

provinsinya serta unit kerja terkait di kantor pusat.

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku,
Keputusan Kepala Badan Nomor : KEP.134/KB/I1X/2013
tentang Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.
ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 71




